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L egalisasi Surat K eterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 terkait
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

No. SK :

Per syar atan

—_

. surat permohonan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan;
2. menunjukkan Surat Keterangan Bebas;

3. menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 ;

4. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang

tercantum dalam Surat Keterangan Bebas;

5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak

harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas melalui Petugas Loket
TPT

2. Petugas akan menerima dan memberikan Legalisasi pada Surat Keterangan Bebas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan legalisasi diterima.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 03:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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